PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI,

Menimbang

Mengingat

DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi
Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan
pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten
Boyolali melalui peningkatan peran dan fungsi
kecamatan,;

bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat khususnya di wilayah
Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan
Wonosegoro, dan Kecamatan Kemusu, perlu adanya
pembentukan kecamatan di wilayah kecamatan-
kecamatan tersebut;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 221 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
dalam pembentukan kecamatan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan
Kecamatan Wonosamodro;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang...........



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Menetapkan

dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI, DAN
KECAMATAN WONOSAMODRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati...........



2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh
camat.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah
tertentu sebagai Kecamatan di kabupaten.

6. Ibukota Kecamatan adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan
Kecamatan.

7. Batas Wilayah adalah pembatas wilayah administrasi wilayah
pemerintahan antar kelurahan, antar Kecamatan dan antar kota atau
kabupaten yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada
diatas permukaan bumi berupa unsur alam atau buatan di lapangan
yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Boyolali bertujuan
untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni:
a. Kecamatan Gladagsari;
b. Kecamatan Tamansari; dan

c. Kecamatan Wonosamodro.

Pasal 4.........



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Kecamatan Gladagsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan Kecamatan yang dibentuk dari hasil pemekaran Kecamatan
Ampel.

Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan Kecamatan yang dibentuk dari hasil pemekaran Kecamatan
Musuk.

Kecamatan Wonosamodro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
c merupakan Kecamatan yang dibentuk dari hasil pemekaran
Kecamatan Wonosegoro.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Wonosamodro sebagai hasil
pemekaran Kecamatan Wonosegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3), perlu adanya penataan di Kecamatan Wonosegoro dengan
menggabungkan 3 (tiga) Desa di wilayah Kecamatan Kemusu menjadi
bagian dari Kecamatan Wonosegoro.

3 (tiga) Desa di wilayah Kecamatan Kemusu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Kauman;

b. Desa Lemahireng; dan

c. Desa Guwo.

Dengan adanya penataan di Kecamatan Wonosegoro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka cakupan wilayah di Kecamatan Kemusu
yang semula berjumlah 13 (tiga belas) Desa berubah menjadi 10
(sepuluh) Desa.

Bagian Kedua
Wilayah Kecamatan

Pasal 6

(1) Wilayah Kecamatan Ampel sebagai Kecamatan induk sebelum pemekaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup 20 (dua puluh)
Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
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Desa Seboto;
Desa Tanduk;
Desa Banyuanyar;
Desa Sidomulyo;
Desa Ngargosari;
Desa Selodoko;
Desa Ngenden;
. Desa Ngampon,;
Desa Gondangslamet;
j- Desa Candi...........



Desa Candi;
Desa Urutsewu;
Desa Kaligentong;
. Desa Gladagsari;
Desa Kembang;
Desa Ngagrong;
Desa Candisari;
Desa Ngargoloka
Desa Sampetan;
Desa Ngadirojo; dan
Desa Jlarem.
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Pasal 7

(1) Wilayah Kecamatan Musuk sebagai Kecamatan induk sebelum
pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup 20
(dua puluh) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Desa Lampar;
Desa Dragan;
Desa Karanganyar;
Desa Jemowo;
Desa Sumur;
Desa Sangup;
Desa Mriyan;
Desa Lanjaran;
Desa Karangkendal,
Desa Keposong;
Desa Pagerjurang;
Desa Sukorejo;

. Desa Sruni;
Desa Cluntang;
Desa Kembangsari;
Desa Ringinlarik;
Desa Kebongulo
Desa Musuk;
Desa Sukorame; dan
Desa Pusporenggo.
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Pasal 8

(1) Wilayah Kecamatan Wonosegoro sebagai Kecamatan induk sebelum
pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan sebelum
adanya penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mencakup 18 (delapan belas) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Ngablak;
b. Desa Karangjati;

c. Desa Ketoyan;
d. Desa Bolo...........



Desa Bolo;
Desa Banyusri;
Desa Gosono;
Desa Wonosegoro;
Desa Bandung;
Desa Kedungpilang;
Desa Kalinanas;
Desa Gilirejo;
Desa Jatilawang;

. Desa Garangan;
Desa Bojong;
Desa Bercak;
Desa Bengle;
Desa Gunungsari; dan
Desa Repaking.
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Pasal 9

(1) Wilayah Kecamatan Kemusu sebagai Kecamatan induk sebelum adanya
penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup 13
(tiga belas) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Desa Watugede;

Desa Kedungrejo;

Desa Sarimulyo;

Desa Klewor;

Desa Bawu;

Desa Kendel,

Desa Kauman;

. Desa Lemahireng;

Desa Guwo;

Desa Kemusu;

. Desa Genengsari;

Desa Kedungmulyo; dan

m. Desa Wonoharjo.
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Pasal 10

(1) Wilayah Kecamatan Gladagsari sebagai Kecamatan hasil pemekaran dari
Kecamatan Ampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
mencakup 10 (sepuluh) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Seboto;

Desa Kaligentong;

Desa Gladagsari;

Desa Kembang;

Desa Ngagrong;

~opo o

Desa Candisari;

g. Desa Ngargoloka...........



g. Desa Ngargoloka;
h. Desa Sampetan;
i. Desa Ngadirojo; dan

j- Desa Jlarem.

Pasal 11

(1) Wilayah Kecamatan Ampel setelah dibentuknya Kecamatan Gladagsari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup 10 (sepuluh)
Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Tanduk;

b. Desa Banyuanyar;

c. Desa Sidomulyo;

d. Desa Ngargosari;

e. Desa Selodoko;

f. Desa Ngenden;

g. Desa Ngampon;

h. Desa Gondangslamet;

[y

Desa Candi; dan
j. Desa Urutsewu.
Pasal 12

(1) Wilayah Kecamatan Tamansari sebagai Kecamatan hasil pemekaran dari
Kecamatan Musuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
mencakup 10 (sepuluh) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Lampar;

Desa Dragan;

Desa Karanganyar;
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Desa Jemowo;
Desa Sumur;
Desa Sangup;

Desa Mriyan;
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. Desa Lanjaran;

[y

Desa Karangkendal; dan

j. Desa Keposong.

Pasal 13

(1) Wilayah Kecamatan Musuk setelah dibentuknya Kecamatan Tamansari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup 10 (sepuluh)
Desa.



(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Desa Pagerjurang;

Desa Sukorejo;

Desa Sruni;

Desa Cluntang;

Desa Kembangsari,

Desa Ringinlarik;

Desa Kebongulo;

i

. Desa Musuk;
Desa Sukorame; dan

[y
.

Desa Pusporenggo.

—.
.

Pasal 14

(1) Wilayah Kecamatan Wonosamodro sebagai Kecamatan hasil pemekaran
dari Kecamatan Wonosegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) mencakup 10 (sepuluh) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Desa Ngablak;

Desa Kedungpilang;

Desa Kalinanas;

Desa Gilirejo;

Desa Jatilawang;

Desa Garangan;

Desa Bercak;

i I

. Desa Bengle;
Desa Gunungsari; dan

. [y

j- Desa Repaking.

Pasal 15

(1) Wilayah Kecamatan Wonosegoro setelah dibentuknya Kecamatan
Wonosamodoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan
setelah adanya penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mencakup 11 (sebelas) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Desa Bandung;

Desa Karangjati;

Desa Ketoyan;

Desa Bolo;

Desa Banyusri;
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Desa Gosono;
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Desa Wonosegoro;
Desa Bojong;

i. Desa Kauman;

j- Desa Lemahireng; dan

k. Desa Guwo.

Pasal 16

(1) Wilayah Kecamatan Kemusu setelah adanya penataan sebagaimana

di

maksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup 10 (sepuluh) Desa.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

(1)

(2)

(1)

a.

[y
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Desa Watugede;

Desa Kedungrejo;

Desa Sarimulyo;

Desa Klewor;

Desa Bawu;

Desa Kendel;

Desa Kemusu;

Desa Genengsari;

Desa Kedungmulyo; dan
Desa Wonoharjo.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 17

Batas Wilayah Kecamatan Ampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kabupaten Semarang;
b. sebelah Timur adalah Kabupaten Semarang;

c. sebelah Selatan adalah Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Cepogo;
dan

d. sebelah Barat adalah Kecamatan Gladagsari.

Batas Wilayah Kecamatan Ampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Batas Wilayah Kecamatan Musuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Boyolali;

b. sebelah timur adalah Kecamatan Mojosongo;

c. sebelah...........



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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c. sebelah selatan adalah Kecamatan Tamansari; dan
d. sebelah barat adalah Kabupaten Klaten.
Batas Wilayah Kecamatan Musuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Batas Wilayah Kecamatan Kemusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kecamatan Juwangi dan Kabupaten Grobogan;
b. sebelah timur adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen;
c. sebelah selatan adalah Kecamatan Andong; dan

d. sebelah barat adalah Kecamatan Wonosegoro.

Batas Wilayah Kecamatan Kemusu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Batas Wilayah Kecamatan Wonosegoro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kecamatan Wonosamodro dan Kecamatan
Juwangi;

b. sebelah timur adalah Kecamatan Kemusu;

c. sebelah selatan adalah Kecamatan Karanggede dan Kecamatan
Klego; dan

d. sebelah barat adalah Kecamatan Wonosamodro.

Batas Wilayah Kecamatan Wonosegoro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 21

Batas Wilayah Kecamatan Gladagsari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kabupaten Semarang;
b. sebelah timur adalah Kecamatan Ampel;

c. sebelah selatan adalah Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo dan
Kecamatan Selo; dan

d. sebelah barat adalah Kabupaten Magelang.

(2) Batas...........



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Batas Wilayah Kecamatan Gladagsari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Batas Wilayah Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kecamatan Musuk;

b. sebelah timur adalah Kabupaten Klaten;

c. sebelah selatan adalah Kabupaten Klaten; dan

d. sebelah barat adalah Kabupaten Klaten.

Batas Wilayah Kecamatan Tamansari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Batas Wilayah Kecamatan Wonosamodro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten
Grobogan;

b. sebelah timur adalah Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan
Juwangi;

c. sebelah selatan adalah Kecamatan Wonosegoro dan Kabupaten
Semarang; dan

d. sebelah barat adalah Kabupaten Semarang.

Batas Wilayah Kecamatan Wonosamodro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembentukan 3 (tiga)
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
NAMA DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 25...........
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Pasal 25

Dengan dibentuknya 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3,

maka jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali yang semula

berjumlah 19 (sembilan belas) Kecamatan berubah menjadi 22 (dua puluh
dua) Kecamatan terdiri dari:

SRt a0 TP

[
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Kecamatan Selo;
Kecamatan Ampel,;
Kecamatan Cepogo;
Kecamatan Musuk;
Kecamatan Boyolali;
Kecamatan Mojosongo;
Kecamatan Teras;
Kecamatan Sawit;
Kecamatan Banyudono;
Kecamatan Sambi;
Kecamatan Ngemplak;

Kecamatan Nogosari;

. Kecamatan Simo;

Kecamatan Karanggede;
Kecamatan Klego;
Kecamatan Andong;
Kecamatan Kemusu;
Kecamatan Wonosegoro;
Kecamatan Juwangi;
Kecamatan Gladagsari;
Kecamatan Tamansari; dan

Kecamatan Wonosamodro.

Pasal 26

Lokasi kedudukan ibukota masing-masing Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

a.
b.

Lokasi Ibukota Kecamatan Selo berkedudukan di wilayah Desa Samiran;

Lokasi Ibukota Kecamatan Ampel berkedudukan di wilayah Desa
Urutsewu;

Lokasi Ibukota Kecamatan Cepogo berkedudukan di wilayah Desa Mliwis;
Lokasi Ibukota Kecamatan Musuk berkedudukan di wilayah Desa Musuk;

Lokasi Ibukota Kecamatan Boyolali berkedudukan di wilayah Kelurahan
Banaran;

Lokasi Ibukota Kecamatan Mojosongo berkedudukan di wilayah
Kelurahan Mojosongo;

Lokasi Ibukota Kecamatan Teras berkedudukan di wilayah Desa Mojolegi;

h. Lokasi...........
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. Lokasi Ibukota Kecamatan Sawit berkedudukan di wilayah Desa

Kemasan;

Lokasi Ibukota Kecamatan Banyudono berkedudukan di wilayah Desa
Jembungan;

Lokasi Ibukota Kecamatan Sambi berkedudukan di wilayah Desa Sambi;

Lokasi Ibukota Kecamatan Ngemplak berkedudukan di wilayah Desa
Sawahan;
Lokasi Ibukota Kecamatan Nogosari berkedudukan di wilayah Desa
Glonggong;

. Lokasi Ibukota Kecamatan Simo berkedudukan di wilayah Desa Simo;

. Lokasi Ibukota Kecamatan Karanggede berkedudukan di wilayah Desa

Kebonan;

o. Lokasi Ibukota Kecamatan Klego berkedudukan di wilayah Desa Klego;

Lokasi Ibukota Kecamatan Andong berkedudukan di wilayah Desa
Kacangan,;

Lokasi Ibukota Kecamatan Kemusu berkedudukan di wilayah Desa
Klewor;

Lokasi Ibukota Kecamatan Wonosegoro berkedudukan di wilayah Desa
Wonosegoro;

Lokasi Ibukota Kecamatan Juwangi berkedudukan di wilayah Desa
Juwangi;

Lokasi Ibukota Kecamatan Gladagsari berkedudukan di wilayah Desa
Gladagsari;

Lokasi Ibukota Kecamatan Tamansari berkedudukan di wilayah Desa
Karangkendal; dan

Lokasi Ibukota Kecamatan Wonosamodro berkedudukan di wilayah Desa
Garangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan induk tetap

berlaku sampai dengan terbitnya perubahan Kode Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai
akibat pemekaran Kecamatan;

semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan
Kecamatan dan Kelurahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

c. hak-hak...........



- 14 -

c. hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dinyatakan tetap
berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
administrasi kependudukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 12 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Inspektur Daerah,

MASRURI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH, SH
Pembina
NIP. 19671102 1919403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (18/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI, DAN
KECAMATAN WONOSAMODRO

UMUM

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dalam konteks otonomi

daerah dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam

konteks Kabupaten Boyolali, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di Kabupaten Boyolali ini didukung oleh tatanan pemerintahan pada tingkat
kecamatan. Kabupaten Boyolali semula memiliki 19 (sembilan belas)
Kecamatan dimana terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) Desa dan 6
(enam) Kelurahan. Luas wilayah sejumlah 1.015,10 ha (seribu lima belas

koma sepuluh hektar). Kecamatan sendiri memiliki klasifikasi, yaitu

kecamatan tipe A yang memiliki beban kerja yang besar dan kecamatan tipe

B dengan beban kerja yang kecil. Beban kerja tersebut didasarkan pada

jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat
Kecamatan di Kabupaten Boyolali ditemui kondisi Kecamatan dengan beban

wilayah administrasi yang tergolong berat, yaitu:

a. Kecamatan Ampel terdapat 20 (dua puluh) Desa dengan jumlah
penduduk 70.772 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) jiwa
luas wilayah 9.039,1168 ha (sembilan ribu tiga puluh sembilan koma
seribu seratus enam puluh delapan hektar) dengan kategori Kecamatan

tipe A;

b. Kecamatan Musuk terdapat 20 (dua puluh) Desa dengan jumlah
penduduk 61.314 (enam puluh satu ribu tiga ratus empat belas) jiwa
dengan luas wilayah 6.505,1391 ha (enam ribu lima ratus lima koma

seribu tiga ratus sembilan puluh satu hektar) dengan kategori

Kecamatan tipe A;

c. Kecamatan Wonosegoro terdapat 18 (delapan belas) Desa dengan
jumlah penduduk 55.391 (lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan
puluh satu) jiwa dengan luas wilayah 9.299,800 ha (sembilan ribu dua
ratus sembilan puluh sembilan koma delapan ratus hektar) dengan

kategori Kecamatan tipe A; dan



II.

d. Kecamatan Kemusu terdapat 13 (tiga belas) Desa dengan jumlah
penduduk 46.682 (empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh
dua) jiwa dengan luas wilayah 9.908,4151 ha (sembilan ribu sembilan
ratus delapan koma empat ribu seratus lima puluh satu hektar) dengan
kategori Kecamatan tipe A.

Kondisi administrasi kewilayahan dan pelayanan dari Kecamatan
tersebut menghadapi permasalahan, dalam keterjangkauan dan beban
pelayanan terhadap Desa-Desa yang menjadi beban pemerintahannya.
Permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong sehingga penting bagi
Kabupaten Boyolali untuk membentuk Kecamatan baru. Namun
pembentukan Kecamatan baru sejatinya harus memenuhi persyaratan fisik
kewilayahan, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Dalam
rangka memenuhi ketiga persyaratan tersebut, terdapat 4 (empat)
Kecamatan terdampak di Kabupaten Boyolali yang perlu diatur dalam
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan kecamatan. Dalam
Peraturan Daerah ini disepakati untuk membentuk 3 (tiga) kecamatan baru
sehingga dari 4 (empat) kecamatan induk dimaksud berubah menjadi 7
(tujuh) kecamatan. Adapun 7 (tujuh) Kecamatan dimaksud adalah
Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan Kemusu, Kecamatan
Wonosegoro, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan
Wonosamodro.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018
NOMOR
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI
DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

PETA KECAMATAN MUSUK

9172000

9168000

PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI

o0

= Gladagsar‘,. l Aﬂﬂ)d
i ./ x “"‘/ Q}\’\f.‘ A,\ T iy S
=5, "“*“‘? s"'—r\. e

PETA ADMINISTRASI KEC MUSUK
KABUPATEN BOYOLALI

N
W<¢E
S
- SKALA: 1:57.000
g Meter
= 0 650 1,300 2600 3.900 5.200
Proyeksi :...Transverse Mercator
Datum .. WGS 1984
Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zona 4385

Diagram Lokasi

Index Lokasi

etz

9164000

91600007

Ol U
e

e ™7

I e
L ;
: . :
g s * PR - s
s e SRS S0 3
- ! O.L Yogya !
e
ez iz -L- ~IT= e~z
KETERANGAN
JARINGAN JALAN BA1 S!
Jl Arnteri Primer — .= BatasDesa
JI Koleor Primer —---— BalasKecamalan
JI Kolektor Sekunder —— Batas Kabupaten
PERAIRAN KECAMATAN MUSUK
& A~ Sungai @ Kantor Kecamatan
g @ Titik Kartometrik
4 S /\\ g s
./~ \: \( (./ ~$ KLATEN Sumber :
paies ~ 1Y b Py L 05 1.Peta RTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
\ N 2 ~ 2.Peta Rupa Bumi Indonesia
>4
L \_'. b
N e o
\.\ - ‘&
\ e _
24 0000mU 222000 448000 452000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI

PETA KECAMATAN KEMUSU

DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

9200000

9196000

5192000

9183000

47000

¢ wr?
GROBOGAN

i /

1

Juwangi ]

N
\.‘k,_,_/\ 7 }
%’
g

7

Waonoharjo

\_\ GROBOGAN

SRAGEN

480000

9200000

0106000

S192000

1Mo

--
LIRS
N

PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI

PETA ADMINISTRASI KEC KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI

SKALA: 1:55.000

Meter
0 625 1250 2500 3,750 5.000
Proyeksi :... Transverse Mercator
Datum t... WGS 1984

Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zonza 485

Index Lokasi

ez etz -x=m = ez

cdooa =T
e -

Diagram Lokasi

AULL

!
§
i
i
:

e
.
"

ez === L == erz=ax

KETERANGAN

JARINGAN JALAN BATAS ADMINISTRAS!
JI Anteri Primer pa— - BatasDessa
JIl KoleMor Primer

—---— BalasKecamatan
- — Batas Kabupaten

Jl Kolektor Sekunder

PERAIRAN

A~ Sungai

KECAMATAN KEMUSU
® Kantor Kecamatan
® Tk Kartometrik

Sumber :
1.Peta RTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
2.Peta Rupo Bumi Indonesia

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LI sl

#180000mT

PETA KECAMATAN WONOSEGORO

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI

J

DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI

PETA ADMINISTRASI KEC WONOSEGORO
KABUPATEN BOYOLALI

SKALA: 1:42.000

Meter
0 475 950 1.900 2850 3.800
Proyeksi t... Transvarse Mearcator
Datum t... WGS 1984
Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zons 455
Diagram Lokasi Index Lokasi

etz -x==

e
W

W

Wi

-

KETERANGAN
JARINGAN JALAN BATAS ADMINISTRASI
JI Anteri Primer — ..~ BatasDesa
JI Kolektor Primer —---— BalasKecamatan
Jl Kolektor Sekunder —— Batas Kabupaten
PERAIRAN KECAMATAN WONOSEGORO
A~ Sungai @® Kantor Kecamatan
@ Titik Kartometrik
Sumber :

1.Peta RTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
2.Petag Rupa Bumi Indonesia

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI
DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

PETA KECAMATAN GLADAGSARI

9176000

9172000mT

9180000

Lrac00 Li1B000
@
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI
-7
L === == o= = =
=
PErC \L~ = PETA ADMINISTRASI KEC GLADAGSARI
. —
55 \‘_‘/? / 7 KABUPATEN BOYOLALI
P B
SEMARANG / Jlarem o ® R
~/ o
- — N
Y- 2 = £ .
/ 00— 4 " “'<¢>E
yL 7 Ngadirojo e I } s
// 4'_/" tenl T @— S ]
L g= o 3 SKALA: 1:46.000
ke il Meter
/' 3 Sampetan 0 500 1.000 2,000 3.000 4000
[ i B A
P s O N L | e \-._ Proyeksi  :... Transverse Mearcator
J 4 Tt e \ Datum ... WGS 1984
Pl el A i Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zona 4395
£ 2. —— il Gladagsari 2 -
r{// : I Nga?goloka 5 q .‘-Dlagra“r:’Lokasl.“ L Index 'l:e‘l:asl
o e T ‘. !
o e - t
J/. Y AT P YT N q. c j=—4 "< m-“Lﬂ"
= — B 3 T S A A p
3 g l E £ j==r =y 3
MAGELANG~ . o Py == —— . i
/. ‘\ .5y — i s —'./ o ‘ ___________ — “=ececEs A prope- :
! - N o ./“ = -u-:- SRR “.‘: 3
/ .‘Vl \\' & — ! O.L Yogy3 !
’, ‘ bQY[OLAu Ngagrang \1 == a== -=-m —xm su:
'. : . i
w' KETERANGAN
VIAGE
4 JARINGAN JALAN BATAS ADMINISTRASI
J1 Anterni Primer — .= BatasDesa
JI Koleor Primer —-:-— BalasKecamatan
Jl Kolektor Sekunder —— Batas Kabupaten
: PERAIRAN KECAMATAN GLADAGSARI
7 _/—~ sungai @ Kantor Kecamatan
J :g: @ Titik Kartometrik
& Sumber :
s 1.Peta RTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
j- 2.Peta Rupa Bumi Indonesia

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI
DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

PETA KECAMATAN TAMANSARI

225000 218000 232000
) - ) e ; ~

PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI

PETA ADMINISTRASI KEC TAMANSARI
KABUPATEN BOYOLALI

SKALA: 1:42.000

Meter
0 17.,50035.000 70,000 105.000 140,000
Proyeksi  :... Transverse Mercator
Datum ... WGS 1984
Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zona 495
Diagram Lokasi Index Lokasi

e axem momae so=

WAy

AL L

KETERANGAN
JARINGAN JALAN BATAS ADMINISTRASI
JI Anteri Primer - .= BatasDesa
JI Koleor Primer —---— Balas Kecamatan
Jl Kolektor Sekunder —— BatasKabupaten
PERAIRAN KECAMATAN TAMANSARI
A~ sungai @ Kantor Kecamatan
e Titik Kartometnik
Sumber :

1.Peta RTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
2.Peta Rupa Bumi Indonesia

a3a000mU 448000 452000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



PETA KECAMATAN WONOSAMODRO

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLADAGSARI, KECAMATAN TAMANSARI
DAN KECAMATAN WONOSAMODRO

: A
( | ’_\'-/E\,r : \I GROBOGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOYOLALI
‘\ ' p ~F PETA ADMINISTRASI KEC WONOSAMODRO
| Lg. \’\ KABUPATEN BOYOLALI
g 2 Y R ;
o A s 5
. he— N
T
Bengie » v.u¢>g
SEMARANG i u
Bercak
L % SKALA: 1:50.000
L l.__ \/. Meter
= )’ 0 550 1.100 2200 3.300 4400
%./ B z}-\ g \\\-*"’
= ‘xé Proyeksi  :...Transverse Mercator
Datum t.. WGS 1984
Wonosamod Sistem Grid : ... Grid Geografis dan Grid UTM Zona 485
e " g 3 Diagram Lokasi Gt lndexﬂLxekasi
/’ 32 . h | .
% ‘ . /I e ™T
E P o " sovolal e - - S
T Ja C | 5 S L
_ . ] : 2 Pl 0 T S &0
3 / ol oL B ai= -,l=- sz oxa
0 o 10 g ¢ 2 gWonosegefo KETERANGAN
} | ¢ ‘® 4 : e = S JARINGAN JALAN BATAS ADMINISTRASI
~ i ®-—o f 7 2 ] Jl Anteri Primer — .-~ BatasDesa
s 3 X & ro '""‘Kem u JIl KoleKor Primer —-.-— BalasKecamatan
%-J'\"’/ - - b‘ ' S z_‘_‘ JI Kolektor Sekunder —— Batas Kabupaten
[ Kolnanas ; 2 PERAIRAN KECAMATAN WONOSAMODRO
~-q_':'_\_, S = @ <L ‘o .-.‘ /-~ Sungai @® Kantor Kecamatan
" P S | e | ) ] e Titik Kartometrik
e ; -'" e & ] N / Sumber :
§ | ,.,,,-/ sbiak ; (“’»ﬁr & /“\?" O 1 'j 9@ ) g| |1.PetaRTRW Kab Boyolali Tahun 2011-2031
8- S { S SR, | .’7""/ B S RR— = — - - T L _‘ 2 2.Peta Rupa Bumi Indonesia
s ':' /—/ ,-. ‘& I/.’ ’_y« Kl b'/ ~ -
k‘ = \ o o Karang_g_?e — €gog |
4 ) J [  anac
— : 3 & 5
A : L z = 3
450000rsU 485000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO



	Ranperda Pembentukan Kecamatan.pdf (p.1-14)
	Penjelasan Ranperda Pembentukan Kecamatan.pdf (p.15-18)
	KECAMATAN PETA.docx. A3+-converted.pdf (p.19-25)

